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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Efektivitas 

 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil 

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. 

 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan di dalam organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut 

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. 

Menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan 

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.
10

 

 

Pengertian lain menurut mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai 

berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, 

                                                           
10

 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik. (Pembaruan, Yogyakarta, 2005) halaman 

109 
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semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, 

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.
11

 

 

B. Pengertian Tindak Pidana  

 

 

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum 

Pidana Indonesia” menyebutkan: 

 

“Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 

orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari 

hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam 

masyarakat”
12

. 

 

Usman Simanjuntak, dalam bukunya “Teknik Pemeliharaan dan Upaya 

Hukum” mengatakan bahwa “Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan phisik 

yang termasuk kedalam perbuatan pidana”
13

. 

 

Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah “Perbuatan 

Pidana” dalam mengartikan “Straff baar Feit”, karena istilah perbuatan 

pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan phisik perbuatan 

pidana, karena tidak semua perbuatan phisik itu perbuatan pidana, dan begitu 

                                                           
11

 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 

Yogjakarta) halaman 92 

12
 Wirjono Prodjo Dikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Rafika Aditama, Bandung, 2002), 

halaman 14 

13
 Usman Simanjutak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Bina Cipta, Jakarta, 1994), halaman 

95 
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juga sebaliknya dengan suatu perbuatan phisik dapat menimbulkan beberapa 

perbuatan pidana. 

 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: 

- Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 

dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku 

III. 

- Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). 

- Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana dengan tidak disengaja 

(culpose delicten). 

- Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 

commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak 

pidana omisi (delicta omissionis). 

- Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 

antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 

waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. 

- Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus. 
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- dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 

pidanacommunia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak 

pidana propria(dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas 

pribadi tertentu). 

- Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka 

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 

pidana aduan (klacht delicten). 

- Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicten), 

tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak 

pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana 

yang diperingan (gepriviligieerde delicten). 

- Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 

baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. 

- Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 

dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicten) dan 

tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). 
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Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin 

bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, 

atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana 

dimuatnya dalam undang-undang. Contohnya sebagaimana yang 

dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau 

Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan 

sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. 

Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi 

serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang
14

. 

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis 

pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui 

dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan 

pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan 

kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara. 

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis 

pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui 

dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan 

pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan 

kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara. 

                                                           
14

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 

halaman 120 
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Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara 

tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum 

pidana materiil, antara lain yaitu: 

1) Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap 

percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan 

pelanggaran. 

2) Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan 

dalam hal kejahtan, dan tidak dalam hal pelanggaran. 

3) Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang 

melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang 

menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan 

yang diancam pidana. 

4) Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus 

atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi 

adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota 

pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada 

kejahatan. 

5) Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana 

terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, 

dan tidak pada jenis pelanggaran. 

6) Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut 

pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek 

daripada kejahatan. 
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7) Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah 

dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan 

serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, 

hanyalah berlaku pada pelanggaran saja. 

8) Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam 

pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-

undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas. 

9) Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang 

dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran. 

10) Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari 

kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran. 

11) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya 

diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum 

Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan. 

12) Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan 

antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang 

menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan 

perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran 

dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni. 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, 

sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak 

memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari 

perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata 
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pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian 

digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. 

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada 

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu 

tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada 

menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, 

atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya 

akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. 

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada 

sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya 

digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud 

membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi 

pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak 

menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah 

percobaan pembunuhan. 

 

C. Pengertian Asas Contante Justitie 

 

Ketentuan tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam 

Beberapa Undang-Undang Kehakiman. Sebagaimana diketahui bahwa 

ketentuan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya di lembaga 
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peradilan. Adapun beberapa ketentuan tersebut secara berurutan adalah 

seperti berikut ini : 

 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman.Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas peradilan 

cepat, sederhana dan biaya ringan dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) 

yaitu : ”Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” 

b. Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Penjelasan 

tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2), yang bunyi 

perumusannya sebagai berikut : Yang dimaksud dengan “sederhana” 

adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara 

yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat 

dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang 

dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul 

oleh rakyat. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan 

tentang pengertian “cepat”. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “cepat” diartikan kencang, segera, keras, 

dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas. Berdasarkan 

pengertian “cepat” tersebut, maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan 

peradilan yang dilakukan dengan segera. 
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D. Pengertian Lalu Lintas 

 

Adapun pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 

2009, Pasal 1 ayat (2) adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas 

jalan, 

Sedangkan berdasarkan PUSDIKLAT POLRI tahun 1986, pengertian lalu 

lintas adalah gerak pindah manusia dan barang atau tanpa alat penggerak dari 

suatu tempat yang lain melalui jalan umum. 

 

Kemudian yang termasuk pengertian unsur-unsur lalu lintas adalah sebagai 

berikut :  

a. Gerak atau perpindahan, gerakan yang harus dapat menunjukan arah 

keteraturan sejajar atau menyilang. 

b. Persyaratan-persyaratan untuk memungkinkan gerakan-gerakan atau 

perpindahan dapat berlangsung secara teratur, aman, lancer, dan 

ekonis. Yang dimaksud persyaratan ialah rambu-rambu lalu lintas 

jalan, keamananya, penunjuk-petunjuk jalan, petunjuk arah, jembatan-

jembatan, terminal, dan sebagainya. Tujuan dari persyaratan tersebut 

adalah agar lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancer, dan 

ekonomis. 

c. Alat-alat pengangkutan, alat-alat pengakutan disini bukan hanya 

digerakkan oleh mesin atau hewan, tetapi juga termasuk yang 

digerakkan oleh manusia. Umpamanya becak, sepeda dan kereta 

dorong. 
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d. Kendaraan bermotor atau tidak bermotor jelas sudah lazim bila lalu 

lintas di jalan akan terkait dengan pengertian adanya kendaraan. 

Tetapi perlu mendapat perhatian bahwa manusia pun berlalu lintas. 

Sering disebut lalu lintas manusia  di jalan, yang dalam pemikiran 

terbayang manusia berjalan di atas trotoar atau jembatan 

penyeberangan atau di bagiaan pinggir jalur-jalur khusus untuk lalu 

lintas manusia.  

 

E. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, 

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran 

lalu lintas jalan adalah: 

 

“Perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.” 

 

 

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 

105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: 

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib: 

a) Berperilaku tertib; dan/atau 

b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan 

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat 

menimbulkan kerusakan jalan. 

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai 

suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. 
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Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih 

terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu 

sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

dibagi atas kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen). Mengenai 

kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang 

Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang 

Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria 

pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif 

dan kuantitatif. 

 

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu 

perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang 

yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat recht 

delicten yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana 

dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat 

kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari 

kejahatan.  

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het 

Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa
15

: 

 

“Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan 

pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu 

kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat 

dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih 

berat dari kejahatan”. 
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Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek 

yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku 

kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang 

diberikan kepada pelaku pelanggaran. 

 

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat 

Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran 

adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang 

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari 

pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo 

mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan 

adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang 

tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa 

negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum. 

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan 

2. Menimbulkan akibat hukum 

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan 

bahwa pelanggaran  adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas 

diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan 

seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga 

pejalan kaki yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan lalu 

lintas yang berlaku. 

 

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang 

merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut 

mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka 

diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh 

terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. 

 

 


